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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN

PENGGUNA SISTEM DIGITAL PAYMENT DAN MARKETPLACE

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur

organisasi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Merangin, perlu dilakukan penyesuaian terhadap

Pengguna Sistem Digital Payment dan Marketplace;

b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 Tentang

Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay Pada

Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Merangin tentang Penetapan Pengguna

Sistem Digital Payment dan Marketplace di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Merangin;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang

membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang

membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017,

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
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Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2023, Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2023, Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun

2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2025, Nomor 67);

6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018,

Nomor 196);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman

Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem

Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021

tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

1063);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,

Serta Akutansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472)

sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 107 tahun 2024 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,

Serta Akutansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1087);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
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Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Inayati

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 99);

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan

Melalui Digipay Pada Satker Kementerian

Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG

PENGGUNA SISTEM DIGITAL PAYMENT DAN MARKETPLACE

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pengguna Sistem Digital Payment dan

Marketplace di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko.

Pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

M. ARIF SURYANDI LINGGA
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Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Inayati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 15 TAHUN

2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM

DIGITAL PAYMENT DAN MARKETPLACE DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MERANGIN

USER PENGGUNA SISTEM DIGITAL PAYMENT DAN MARKETPLACE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

No. Nama/NIP Jabatan User Pengguna Sistem Digital
Payment dan Marketplace

1. Nama
NIP

: Zikriadi
: 198209082010011005

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

2. Nama
NIP

: Feby Maharani Siregar
: 199404272020122019

- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

3. Nama
NIP

: Rasmi
: 198304202009102001

- Bendahara Pengeluaran

4. Nama
NIP

: Nuraini
: 197309022008012001

- Penerima Barang dan Jasa

5. Nama
NIP

: Afdini Rizka Fahlia
: 199604022020122015

- Admin Satker

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

M. ARIF SURYANDI LINGGA
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